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ABSTRAK 

 

Penyalah guna narkotika yang terjadi di Terminal ojeg Cipeuteuy, pada tanggal 1 
Febuari 2019 jam 15.00 WIB, berupa perbuatan pelaku yang membeli ganja 
sebanyak satu paket kecil seharga Rp100.000,00 lalu terdakwa pulang kerumah 
dan mengkonsumsi sebagian ganja. Penelitian ini mengambil kasus putusan nomor 
248/Pid.Sus/2019/PN.Blb. Dengan pokok masalah pertama, apakah perbuatan 
pelaku memenuhi unsur 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan putusan Nomor 
248/Pid.Sus/2019/PN.Blb Kedua, Bagaimana pemidanaan hakim dalam putusan 
pengadilan negeri Bale Bandung Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN.Blb metode 
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat 
deskriptif analisis dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara 
kualitatif dengan metode logika deduktif sebagai penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian ini adalah perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur dalam pasal 111 
ayat (1) karena terdakwa menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri. Dalam 
pemidanaanya pelaku dikenakan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun lebih 
ringan dari jumlah minimal yang harus dikenakan, seharusnya terdakwa juga 
dapat dikenakan rehabilitasi mengingat pelaku merupakan penyalah guna 
Kata kunci: Hukum Pidana, Penyalah Guna Narkotika 
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A. Pendahuluan 

1. Latar Belakang 

Seiring berkembangnya globalisasi dan modernisasi akan selalu 

beriringan dengan banyaknya kejahatan yang terjadi dalam lingkungan 

masyarakat salah satunya adalah kejahatan narkotika yang dapat 

mengancam generasi bangsa. Narkotika itu sendiri memiliki banyak 

manfaat, hal yang dilarang adalah penyalah gunaannya, sebagaimana 

dinyatakan dalam pertimbangan undang-undang dan disisi lain narkotika 

dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan dengan 

disalah gunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang 

ketat dan seksama.1 Penyalah gunaan narkotika sudah sampai pada taraf 

yang sangat memperhatinkan, bukan hanya kuantitas penyalah gunaan yang 

semakin banyak dan meluas akan tetapi penggunanya juga telah menjalar 

hampir ke lapisan masyarakat mulai dari pelajar, hingga pejabat negarapun 

ikut terlibat dalam tindak pidana narkotika ini.2  

Penyalah gunaan disini merupakan pengguna yang tanpa hak atau tanpa 

adanya izin dari dokter untuk digunakan sebagai pengobatan melainkan di 

gunakan untuk keperluan sendiri karena ingin menikmati pengaruhnya.3 

Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kasus-kasus narkotika 

dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika dalam penerapan ketentuan pidana khusus 

ini berdasarkan pada asas lex specialis derogat lex generali yakni ketentuan 

yang bersifat khusus akan lebih diutamakan dari pada ketentuan yang 

bersifat umum.4 Dalam hal penyalah gunaan narkotika itu sepatutnya 

mendapatkan perlindungan agar korban tersebut dapat menjadi baik. 

 
1 M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom, Urgensi perlindungan Kejahatan, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2007), h.100.  
2 Dahlan, Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna 

Narkotika, (Yogyakarta: Deepublish, 2017) h. 4.  
3 Soedjono Dirjosisworo, Hukum Narkotika Di Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

1990), h.15. 
4 Ibid., h.12. 
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Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam 

hukum pidana, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi 

pidana ditujukan agar pelaku dapat menjadi jera dan tidak akan melakukan 

perbuatannya kembali sedangkan sanksi tindakan lebih digunakan untuk 

upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar dapat berubah dan dapat 

diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Dalam sanksi pidana lebih 

menekankan pada pembalasan sedangkan sanksi tindakan lebih mengarah 

kepada ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan 

sipelaku.5 Pada dasarnya seorang penyalah guna dan pecandu haruslah 

dijauhkan dari stigma pidana, tetapi harus diberikan perawatan. Penjatuhan 

hukuman dalam bentuk rehabilitasi ini pun di dasari karena setiap pengguna 

narkotika mempunyai hak asasi yang sama untuk melakukan kehidupan 

kembali seperti sediakala, oleh karena itu setiap penyalah guna berhak 

untuk mendapatkan perawatan dan perlindungan seperti rehabilitasi. 

Banyak tindakan yang mengharuskan penyalah guna narkotika 

dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang harus dijatuhi hukuman pidana, 

dengan adanya situasi ini mengakibatkan timbulnya masalah lain seperti 

beban lapas menjadi over capacity, lapas justru menjadi tempat yang aman 

bagi penyalah guna narkotika dalam melakukan perbuatan kejahatan 

narkotika, peredaran narkotika juga menjadi marak di lapas bahkan sering 

ditemukan banyaknya produksi narkotika di dalam lapas itu sendiri.6 Dalam 

hal meninjau rehabilitasi pengguna narkotika dalam praktik di peradilan, 

pandangan pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan masih lebih 

dominan dibandingkan dengan pendekatan kesehatan dan penyembuhan 

terhadap ketergantungan narkotika itu sendiri. Kebijakan mengenai 

rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana penyalah guna narkotika masih belum 

diterapkan dengan baik dikarenakan adanya tarik menarik antara 

pengambilan kebijakan di bidang kesehatan dan penegak hukum terkait 

 
5 Ujono, A.R. dan Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 23.  

6 Ibid. h. 78.  
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penanganan penyalah guna narkotika untuk diri sendiri.7 Undang-undang 

nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika diharapkan dapat menanggulangi 

peredaran gelap dan penyalah gunaan narkotika di masyarakat, serta 

menjadi acuan dan pedoman kepada penegak hukum, khususnya hakim 

dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik mengangkat putusan 

tersebut untuk di analisis dan dituangkan dalam skripsi, oleh karena itu 

melalui skripsi ini penulis akan membahas mengenai “Tindak Pidana 

Penyalah Guna Narkotika Yang Dijatuhkan Sanksi Pidana Penjara 

(Studi Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN.Blb)” 

 

2. Pokok Permasalahan 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang dalam 

penelitian ini, timbul beberapa permasalahan. Adapun yang menjadi 

permasalahan di sini adalah sebagai berikut: 

a. Apakah perbuatan pelaku memenuhi unsur 111 ayat (1) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

berdasarkan putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN.Blb? 

b. Bagaimana pemidanaan hakim dalam putusan pengadilan negeri Bale 

Bandung Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN.Blb?  

 

B. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Berdasarkan tipenya, skripsi ini termasuk kedalam penelitian hukum 

normatif dengan menelaah teori, konsep, asas hukum, serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

 
7 Anang Iskandar, Jalan Lurus Penanganan Penyalah Guna Narkotika Dalam Konstruksi 

Hukum Positif (Karawang: CV Viva Tanpas, 2015), h.37. 
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2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif analisis 

penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara sistematis dan 

terperinci tentang permasalahan yang akan diteliti.8.  

3. Data dan Sumber Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Meliputi bahan hukum primer dan sekunder yaitu:  

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat (untuk 

indonesia)9 yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan tema penelitian, yaitu:   

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika; 

3) Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 248/Pid.Sus/ 

2019/PN Blb. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum berupa buku, literatur 

mengenai teori hukum serta tindak pidana narkotika. 

4. Cara Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan penulis adalah melalui studi 

kepustakaan. Penelitian ini dilakukan kebeberapa tempat seperti 

Perpustakaan Universitas Trisakti dan Perpustakaan Nasional. 

5.   Analisis Data 

 Data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif, artinya data yang 

diperoleh disusun secara sistematis dalam bentuk uraian atau penjelasan. 

6.   Cara Menarik Kesimpulan  

 Cara menarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah dengan cara 

metode deduktif, yang artinya menarik kesimpulan yang bersifat khusus 

dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum.  

 
8 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 

h. 43.  
9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, h. 52. 
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C. Pembahasan dan Hasil Penelitian 

1. Kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 

248/Pid.Sus/2019/PN.Blb dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

Untuk menggambarkan apakah perbuatan pelaku sesuai atau tidak maka 

akan menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 111 ayat (1) 

Undang-Undang No 35 Tahun 2009, sebagai berikut:  

a. Setiap Orang  

 Unsur Setiap orang merujuk pada subyek hukum. Definisi subjek 

hukum adalah orang yang berada dalam kondisi sehat rohani serta 

dianggap mampu bertanggung jawab. Dalam kasus ini, berdasarkan 

keterangannya dipersidangan, terdakwa Ikmal Agustina alias Imay Bin 

Mamat merupakan subyek perorangan. Sesuai dengan fakta yuridis 

bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab sehingga 

dikatakan jiwanya sehat, maka tidak terdapat dasar-dasar penghapus 

pidana terhadap terdakwa. Oleh karena itu, unsur setiap orang telah 

terbukti secara hukum sesuai dengan terdakwa.  

b. Tanpa hak atau melawan hukum. 

 Tanpa hak dapat diartikan juga dengan tanpa memiliki kewenangan. 

Saat ditangkap oleh anggota kepolisian pada Satreskrim di Polres 

Bandung pelaku tidak dapat menunjukkan surat keterangan bahwa 

terdakwa Ikmal Agustina Alias Imay Bin Mamat mempunyai hak 

untuk dapat menggunakan Narkotika Golongan 1 tersebut. Dalam 

kasus ini pelaku melakukan perbuatan melawan hukum formil karena 

apabila perbuatan telah memenuhi larangan undang-undang, berarti 

perbuatan tersebut telah melawan hukum undang-undang dalam hal ini 

terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman 

jenis daun ganja kering dengan jumlah 0,76 (nol koma tujuh puluh 

enam) dan tidak mempunyai atau memiliki surat persetujuan dari 
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Menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

Oleh sebab itu unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi. 

c. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau 

menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. 

 Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

yang dimaksud Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, 

Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I adalah perbuatan 

yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan 

perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus ini, unsur yang 

dipenuhi dalam perbuatan terdakwa hanya memiliki, menyimpan dan 

menguasai Narkotika golongan I dengan cara membeli dari orang lain 

yaitu Andi Sudianto untuk dimiliki, disimpan dikuasai. Sedangkan 

dalam bentuk tanaman yang dimaksud adalah jenis ganja. Maka 

keseluruhan dalam unsur ini tidak terpenuhi. 

Dalam fakta persidangan, terdakwa menggunakan narkotika untuk 

dirinya sendiri sehingga unsur yang terdapat dalam Pasal 111 ayat (1) tidak 

terpenuhi. 

2. Pemidanaan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung 

Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN.Blb.   

Dalam hal menjatuhkan pidana hakim memberikan beberapa 

pertimbangan yaitu bahwa perbuatan terdakwa dalam menyimpan, 

menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman 

semata-mata hanya untuk digunkan atau dikonsumsi diri sendiri, hal ini 

sesuai dengan adanya barang bukti 0,76 gram yang jauh dibawah minimal 

yang sudah ditentukan dalam Surat Edar Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 

2010 sebagai acuan untuk menentukan seseorang sebagai penyalah guna 

narkotika. Selain itu terdakwa juga tidak ditemukan adanya indikasi terlibat 

dalam jaringan peredaran narkotika. Sehingga dalam perbuatannya 

terdakwa terbukti sebagai pengguna atau pemakai golongan I dalam bentuk 

tanaman yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 
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Tahun 2009 tentang Narkotika namun ketentuan dalam pasal tersebut tidak 

terdapat didalam dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum meski 

dalam fakta persidangan, terdakwa terbukti melanggar Pasal tersebut.  

Dalam hal ini hakim telah memutus dengan menggunakan Pasal 111 

ayat (1) yang mana terdapat dalam surat dakwaan subsidair jaksa penuntut 

umum, karena apabila majelis hakim memasukan Pasal baru untuk 

menghukum terdakwa sama dengan hakim telah salah dalam menerapkan 

hukum dan melampaui kewenangannya. Surat dakwaan merupakan dasar 

pemeriksaan bagi hakim dalam mengadili suatu perkara pidana, dalam hal 

ini hakim tidak dapat memutus perkara yang tidak didakwakan oleh 

penuntut umum. Terdakwa terbukti sebagai pemakai dengan jumlah yang 

relatif kecil dari aturan yang sudah ditetapkan dalam Surat Edar Mahkamah 

Agung No. 4 Tahun 2010. Maka hakim berhak untuk memutus sesuai surat 

dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus 

dengan membuat pertimbangan yang cukup. Selama pemeriksaan atas diri 

terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan 

pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pemaaf atau pembenar, 

sehingga terdakwa tersebut harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi 

pidana sesuai dengan kesalahannya. Maka Majelis Hakim Pengadilan 

Negeri Bale Bandung menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 1 

(satu) tahun.  

 Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki 

narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak 

mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar terdakwa 

menguasai atau memiliki sesuai dengan niat atau maksud terdakwa. Karena 

dalam hal mengkonsumsi para pengguna sebelum menggunakan narkotika 

harus terlebih dahulu membeli kemudian memiliki, menyimpan atau 

menguasai narkotika tersebut harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat 

atau tujuan dari terdakwa dalam memiliki atau menguasai narkotika 

tersebut. Karena dalam kasus ini tidak dilakukan pemeriksaan test urine 

sehingga dapat membuat adanya kekeliruan dalam memberikan penerapan 
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hukuman yang akan dijatuhkan. Dengan ini, seharusnya terdakwa dapat 

dikenakan hukuman berupa proses rehabilitasi medis dan sosial dan 

ditempatkan di Lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah. Karena 

salah satu tujuan pemidanaan adalah sebagai teori edukasi dimana pidana 

bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat agar mengetahui perbuatan 

yang boleh dilakukan dengan perbuatan yang tidak boleh dilakukan untuk 

memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang 

melanggar dan teori rehabilitasi dimana tujuan pidana adalah untuk 

memperbaiki pelaku kejahatan kearah yang lebih baik agar ketika kembali 

ke masyarakat pelaku dapat diterima kembali dalam komunitas dan 

lingkungannya. 

 

E. Penutup 

1. Kesimpulan 

a. Bahwa Perbuatan terdakwa dalam kasus ini tidak memenuhi unsur-

unsur dari tindak pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009, karena dalam fakta di persidangan ini terdakwa 

terbukti menggunakan narkotika hanya untuk dikonsumsi dirinya 

sendiri selain itu terdakwa juga tidak ditemukan adanya indikasi terlibat 

dalam jaringan peredaran narkotika.  

b. Dalam hal penjatuhan hukuman, hakim memberikan sanksi berupa 

pidana penjara selama 1 tahun, yang seharusnya diberikan rehabilitasi 

medis agar terdakwa tidak merasa ketergantungan terhadap narkotika 

serta pemulihan berupa rehabilitasi sosial mengingat terdakwa 

merupakan penyalah guna, dimana terdakwa menggunakan narkotika 

untuk dikonsumsi dirinya sendiri. Sesuai tujuan pemidanaan dalam teori 

kontemporer mengenai rehabilitasi yaitu pelaku kejahatan harus 

diperbaiki kearah yang lebih baik agar ketika kembali ke masyarakat 

dapat diterima oleh lingkungannya serta teori edukasi untuk memberi 

pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama. 
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2. Saran 

a. Seharusnya setiap penyalah guna dilakukan assesment untuk 

mendukung alat bukti dalam proses peradilan sehingga terdakwa tidak 

dikenakan sanksi pidana penjara.  

b. Merupakan kewajiban bagi penegak hukum untuk memperhatikan pasal 

54, 127, dan 103 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

karena manfaat dari rehabilitasi itu sendiri adalah merupakan tempat 

pengobatan yang paling efektif dan merupakan bentuk atau upaya dalam 

pemutusan rantai dalam peredaran narkotika. 
 

DAFTAR REFERENSI 
 
BUKU 
 
Anang Iskandar, Jalan Lurus Penanganan Penyalah Guna Narkotika Dalam 

 Konstruksi Hukum Positif , Karawang: CV Viva Tanpas,  

Dahlan, Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap 

 Penyalahguna Narkotika, Yogyakarta: Deepublish, 2017. 

M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom, Urgensi perlindungan Kejahatan, Jakarta: 

 Raja Grafindo Persada, 2007 

Soedjono Dirjosisworo, Hukum Narkotika Di Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya 

 Bakti, 1990 

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ja karta: UI Press, 1986 

Ujono, A.R. dan Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 

 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika, 2011 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 248/Pid.Sus/PN.Blb.  

Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  

 


